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Pakistan sebagai salah satu negara anggota WTO berhak untuk melakukan penyelidikan Anti-dumping jika
terdapat impor yang diduga mengandung dumping yang merugikan industri dalam negerinya. Ketentuan
WTO maupun regulasi domestik Pakistan mengatur bahwa penyelidikan anti-dumping harus dilakukan
paling lama 18 bulan. Namun, Pakistan sudah 2 (dua) kali melakukan penyelidikan Anti-dumping yang
melebihi 18 bulan terhadap impor produk kertas yang salah satunya berasal dari Indonesia.

Permasal ahannya adal ah terlampauinya batas maksimum 18 bulan penyelidikan Anti-dumping tersebut
disebabkan oleh penundaan atau penghentian sementara penyelidikan anti-dumping yang diperintahkan
hakim pengadilan domestik Pakistan kepada Otoritas penyelidik Pakistan yaitu National Tariff Commission
NTC) hingga putusan dikeluarkan. Apabila dimasa yang akan datang penundaan tersebut terulang kembali,
maka kelancaran ekspor kertas Indonesia ke Pakistan akan terganggu. Tujuan penulisan ini tidak hanya
untuk memahami kesesuaian penundaan Penyelidikan Anti-dumping oleh Pakistan terhadap ketentuan WTO
tetapi juga menganalisa kepastian hukum atas penundaan penyelidikan anti-dumping tersebut, serta upaya
pencegahan yang efektif yang seharusnya dilakukan Indonesia. Temuan dari penullisan ini adalah Pakistan
bertentangan dengan Anti-Dumping Agreement (ADA) dan Marrakesh Agreement. Sehingga, Upaya
Pembelaan yang paling relevan untuk dilakukan Indonesia adalah menegosiasikan permasalahan ini pada
forum Joint Negotiating Committee (JNC) ke-3, Indonesia— Pakistan Trade in Goods Agreement (1P-
TIGA). Namun jikatidak tercapai kesepakatan pada forum tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia
membawa permasalahan ini ke forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

...... As amember of the WTO, Pakistan has the right to conduct anti-dumping investigations if there are
alleged dumped imports which causing injury to its domestic industry. Both WTO provision and Pakistan's
domestic regulations stipulate that an anti-dumping investigation shall be concluded no more than 18
months. However, Pakistan has conducted 2 (two) times Anti-dumping investigations which exceed 18
months against alleged dumped imports of paper products, including imported from Indonesia. The problem
isthat the maximum limit of 18 months of the Anti-dumping investigation was exceeded due to the delay or
suspension of the anti-dumping investigation which was ordered by the Pakistan Domestic Court to the
investigating Authority of Pakistan, namely the National Tariff Commission (NTC) until the verdict was
issued. If the suspension will recur in the future, the flow of Indonesia exports of paper products to Pakistan
will be disrupted. The purpose of thisthesisis not only to understand the consistency of the suspension of
the Antidumping Investigation by Pakistan against the provisions of the WTO but also to analyze the
effective trade defense efforts that Indonesia should take. The finding of this thesis that Pakistan has acted
inconsistently with the provision of Anti-Dumping Agreement (ADA) and the Marrakesh Agreement.
Therefore, the most relevant trade defense effort for Indonesia is negotiate thisissue at the 3rd Joint
Negotiating Committee (JNC) forum, Indonesia— Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA).
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However, if no agreement is reached at the forum, then Indonesia should have brought thisissue to the
Dispute Settlement Body (DSB) WTO.



